
 BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telag diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanan pengawasan sebenarnya produk impor yang tidak berlabel 

bahasa Indonesia di Kota Padang adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

BPOM dengan pengawasan sebelum beredar (pre market) dan setelah 

beredar (post market) dengan pola pengawasan sebagai berikut, yakni 

pengawasan produsen dan pengawasan pemerintah yang terdiri dari 

registrasi, regulasi, standarisasi, inspeksi, sampeling, public warning, 

layanan konsumen. Pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak 

menggunakan label bahasa Indonesia belum bisa dikatakan efektif hal ini 

dapat dilihat masih beredarnya produk yang tidak mencantumkan label 

bahasa Indonesia. 

2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk impor yang tidak 

menggunkan label bahasa Indonesia telah diberikan payung hukumnya 

berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf j. Pelaku usaha wajib memberikan 

informasi yang jelas dan benar, hal ini merupakan salah satu bentuk 

perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada 

konsumen. 

3. Upaya yang dilakukan BPOM terhadap produk impor yang tidak 

menggunakan keterangan label bahasa Indonesia yaitu bekerja sama dengan 
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insitusi lainnya seperti Ditjen Bea Cukai, Dapartemen Perdagangan, Dinas 

Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. BPOM melakukan 

sosialisai kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen, 

serta upaya pengawasan partisipatif semua elemen. 

B. Saran  

 Berdasarkan simpulan di atas maka penulis mengajukan saran, sebagai 

berikut: 

1. BPOM perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk impor yang 

beredar di Kota Padang serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. 

Tidak hanya BPOM, tetapi seperti Menteri Perdagangandan Menteri 

Kesehatan juga perlu memperhatikan lagi masalah pengawasan ini. Selain 

pengawasan, BPOM perlu meningkatkan sosialisasi baik kepada konsumen 

maupun pelaku usaha. Masih beredarnya produk impor yang tidak 

menggunakan keterangan komposisi label bahasa Indonesia merupakan 

bentuk lemahnya pengawasan serta belum terealisasi aturan yang berlaku. 

Hal ini tentunya merugikan konsumen sehingga cita-cita yang ingin dicapai 

oleh peraturan perundang-undangan tidak terwujud karena tidak 

terjaminnya perlindungan konsumen. 

2. Sebaiknya BPOM membuka kantor cabang di seluruh wilayah kabupaten 

yang ada di Sumatera Barat agar pengawasan di seluruh wilayah kabupaten 

atau kota mendapat pemerataan pengawasan terhadap produk impor yang 

tidak menggunakan label bahasa Indonesia. BPOM juga perlu 

meningkatkan staf agar pengawasan yang dilakukan efektif serta dapat 
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berjalan dengan baik, sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat 

terjamin perlindungannya. 

3. Pemerintah sebaiknya menambah anggaran untuk menunjang pengawasan 

yang dilakukan oleh BPOM agar pengawasan yang dilakukan bisa 

maksimal seperti penambahan anggaran staf, anggaran membuat cabang 

BPOM di setiap kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, dan lainnya 

serta pemerintah lebih memberikan perhatian lagi terhadap perlindungan 

konsumen seperti memperkuat sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak 

sesuai aturan dan lebih memperketat aturan terhadap barang impor yang 

masuk ke Indonesia. 
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